WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap
orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi
ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi
merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting
negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan
rakyat untuk mewujudkan penvelenggaraan
pemerintahan vang bailk;

bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik vang baik dan berkualitas sesuai
dengan hakekat dan azas pelayanan informasi dan
dokumentasi publik perlu diatur tentang pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi publik,
mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi
publik serta keberatan dan sengketa informasi dan
dokumentasi publik;

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam
Pasal 7 ayat (3) Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu disusun



Mengingat

1.

Mekanisme Pengelolaan Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ diatas,
perlu  ditetapkan  Peraturan Walikota tentang
Mekanisme Pengelolaan Layanan Informasi Dan
Dokumentasti [ Lingkungan Pemerintah Kota
Pavakumbuh;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
pembentukan daerah otonomi kota kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repunlik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang FPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2010
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970

Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok
dan Payakumbuh:



6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

T. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Pavakumbuh Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG
MEKANISME PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pavakumbuh.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.

Walikota adalah Walikota Payakumbuh,

Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pavakumbuh.

kKepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Payakumbuh,

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi vang selanjutnya disingkat
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyvediaan, distribusi,
dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

oW N



10.

11

L2,

13.

14,

15,

Petugas Pelayanan Informasi yvang selanjutnva disingkat PPl adalah
petugas yvang ditunjuk Pemerintah Kota Payakumbuh untuk membantu
PPID dalam pelayanan informasi.

Informasi Publik adalah informasi vang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang
sesual dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain vang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, vudikatif, dan badan
lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yvang sebagian atau seluruh dananyva bersumber dari APBN
dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan /atau luar negeri.
Pejabat Publik adalah orang vang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.

. Dokumen adalah, data catatan dan/atau keterangan vang dibuat

dan/atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan
kegiatan, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnva maupun
terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau
keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh badan publik.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan
dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah
serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses
penyelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnva disingkat
DIDP adalah catatan yvang berisi keterangan secara sistematis tentang
seluruh informasi dan dokumentasi publik vang berada dibawah
penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk Informasi dan
Dokumentasi vang dikecualikan.

- Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat

RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan
berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk
memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi pubtlik.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat
SIDFP adalah sistem penyvediaan layanan informasi dan dokumentasi
secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi vang selanjutnya disingkat
LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis
informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelavanan informasi dan
dokumentasi dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas pelavanan informasi dan dokumentasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan
publik dengan pemohon informasi publik dan/atau pengguna inforrmasi
publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan
informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau
badan publik.

Pengguna Informasi Publik adalah orang vang menggunakan informasi
publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan peraturan Walikota ini adalah untuk:

&,

mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik secara efektif dan pemenuhan hak-hak publik terhadap
informasi vang berkualitas;

memberikan standar bagi Pejabat PPID dalam melaksanakan pelayanan
informasi publik; dan

meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemko
Payakumbuh untuk menghasilkan layanan informasi publik vang
berkualitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a.
b.

C.

hakekat dan asas pelayvanan informasi publik:
hak dan kewajiban Pemerintah Daerah;
pengelolaan pelayanan informasi publik:



d. mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi; dan

e. keberatan dan sengketa informasi.

BAB II
HAKEKAT DAN ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pasal 4

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada
pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya
ringan/ proposional dan cara sederhana.

Pasal 5

Asas Pelayanan Informasi Publik vaitu:

a. transparansi yaitu bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh
semua pihak vang membutuhkan dan disediakan secara memadai seta
mudah dimengerti;

b. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundag-undangan;

¢. Kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan
efektifitas;

d. partisipatif yaitu mendorong peran serta masvarakat dalam
penyelenggaraan pelayan Informasi Publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan dan harapan masvarakat;

e. kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi: dan

f. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak,

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6
(1} Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi dan

dokumentasi vang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan seperti :
a. informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
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b. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan rahasia jabatan;

dan /atau
e. informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau

didokumentasikan.
Informasi dan Dokumentasi vang dikecualikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diajukan oleh PPID Pembantu kepada PPID Utama untuk
selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan
kewenangannya.,

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7

Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik vang berada di bawah
kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi yvang dapat diakses dengan mudah.

BAB IV
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
PPID
Pasal 8

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID,

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat
struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan
dokumentasi dan /atau kehumasan.

Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk PLID.

FPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPID Utama pada
PLID,



(3)

16)

(1]

(2]

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggungjawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

Pasal 9
PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah dibantu oleh PPID
Pembantu vang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau
Pejabat Fungsional.
PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah terdir atas sekretariat
Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, kecamatan
dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 10

PPID Utama bertugas :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;
¢, mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan
informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
d. menyimpan, mendokumetasikan, menvediakan dan member
pelavanan informasi kepada publik;
melakukan verifikasi bahan informasi publik;
melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh

masyarakat;

2 B

melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi vang dilakukan
oleh PPID Pembantu;

J. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala

dan/atau sesuai kebutuhan;

k. mengesahkan informasi dan dokumentasi vang layak dipublikasikan;
l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan
dokumentasi; dan



m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPID
Utama berwenang:

i)

.

menolak memberikan informasi vang dikecualikan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

. meminta dan memperoleh informasi dari unit

kerja/komponen /satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanva;
mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID
Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional vang menjadi cakupan
kerjanva:

. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya

diakses oleh publik; dan

- menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk

membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan
dokumentas: untuk kebutuhan organisasi.

Pasal 12

PPID Pembantu bertugas :

a.

membantu PPFID Utama melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
kewenangannva;

menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
kebutuhan;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya;

menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan
dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat,
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan
prima;

mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan
Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
dan



12]

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelavanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai kebutuhan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} PPID Pembantu

khususnya sekretariat DPED bertugas untuk :

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan
dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
dan

b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk
menetapkan informasi dan dokumetasi vang dapat diakses oleh
publik.

Pasal 13
Struktur Organisasi PLID

Struktur organisasi PLID Daerah, terdiri dari :

a.
b.
€.

pembina, dijabat oleh Walikota dan Wakil Wali Kota;

pengarah selaku Atasan FPID dijabat oleh Sekretaris Daerah;

tim pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon 1. b. di lingkungan
Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, seluruh Pimpinan Perangkat
Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon Il vang menangani informasi
dan dokumentasi serta kehumasan;

PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang
mengelola informasi dan dokumentasi:

Bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayvanan Informasi
dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi: dan

pejabat fungsional.
Bagian Kedua
Identifikasi dan Klasifikasi Informasi
Pasal 14

Jenis Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh meliputi ;

H.

b.
C.

informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala:
informasi vang wajib diumumkan secara serta merta:
informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
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informasi vang dikecualikan.

Pasal 15

Tahap pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
a. informasi yang bersifat publik; dan
b. informasi vang dikecualikan.

Informasi vang bersifat Publik sebagaimana dimaksud pada avat (1),

vang wajib disediakan dan diumumbkan secara berkala, meliputi:

a.

informasi tentang profil Badan Publik vang meliputi :

1. informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat
lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas
dan fungsi Badan Publik beserta kantor unit-unit di
bawahnva;

2, struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja.

profil singkat pejabat struktural,

3. laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib

melakukannva yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah
dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan
Publik untuk diumumkan.

ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang
sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-
kurangnya terdiri atas :

1.
.

nama program dan kegiatan;
penanggungawab, pelaksana program dan kegiatan serta
nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi.

3. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan

jumlah;

agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik;
informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-
hak masyvarakat;

informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat
Badan Publik Negara; dan

informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada badan

Publik vang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk
LEIMATT.
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¢. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
berupa narasi tentang realisasi kegiatan yvang telah maupun sedang
dijalankan beserta capaiannya,

d. ringkasan laporan keuangan vang sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. rencana dan laporan realisasi anggaran;

2. neraca;

3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan vang
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

4. daftar aset dan investasi,

e. ringkasan laporan akses Informasi Publik vang sekurang-
kurangnya terdiri atas .

1. jumlah permochonan informasi publik vang diterima;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
Informasi Publik;

3. jumlah permohonan Informasi Publik yvang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik
vang ditolak;

4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang
mengikat dan/atau berdampak bagi publik yvang dikeluarkan oleh
Badan Publik;

g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik,
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian
sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak vang
bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

h. informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang
atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik
maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari
Badan Publik yang bersangkutan;

i.  informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan terkait; dan

j. informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

Informasi bersifat publik yang wajib diumumkan secara serta merta,

yaitu informasi yang dapat mengancam hajad hidup orang banyak dan
ketertiban umum, meliputi :



Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran
hutan karena faktor alam, hama penyvakit tanaman, epidemik,
wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda

angkasa;

b. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan

industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir,
pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan,

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penyvakit vang berpotensi menular;

informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
oleh masyarakat; dan/atau

informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

14} Informas: publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

a.
b.

daftar informasi publik;

informasi tentang peraturan, keputusan dam /atau kebijakan Badan
Publik;

informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan
keuangan;

surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dekumen
pendukungnya;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan /atau dikeluarkan
berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataam izin yang
diberikan;

data perbendaharaan atau inventaris:

rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

agenda kerja pimpinan satuan kerja;

informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik vang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani
layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan
Informasi Publik serta laporan penggunaannya;



(3]

(&)

(7]

(1)

(2)

jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan
dalam pengawasan internal serta laporan penindakannva;

jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan
oleh masvarakat serta laporan penindakannya;

m. daftar serta hasil-hasil penelitian vang dilakukan;
n. informasi dan kebijakan vang disampaikan pejabat publik dalam

pertemuan vang terbuka untulk umum.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

Informasi vang dikecualikan sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal

14 huruf d ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan PPID Pemerintah

Daerah setelah melalui uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan

Pemerintah Daerah;

Uji Konsekuensi dapat dilakukan:

a. sebelum adanva permohonan Informasi Publik;

b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau

c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah
Majelis Komisioner.

Bagian Ketiga
S0P PPID
Pasal 16

Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID utama dan
PPID pembantu;

b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional
dan/atau petugas informasi apabila diperlukan;

c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan
Atasan FPID, PPID utama, PPID pembantu, bidang pendukung dan
pejabat fungsional;

d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai Atasan

FPID yang bertanggungiawab mengeluarkan tanggapan atas
keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;



(3]

(1]

(<]

(1)

()
(3]

e. standar layanan Informasi Publik serta tata cara pengelolaan
keberatan; dan

f. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layvanan Informasi
Publik.

Dalam penyusunan SOP PPID mengacu kepada ketentuan Peraturan

Perundang- Undangan.

Pasal 17
Jenis SOP PPID, antara lain:
a. SOP penvusunan daftar informasi publik;
b. SOP pelayanan permohonan informasi publik;
c. S0P uji konsekuensi informasi publik;
d. 30P penanganan keberatan informasi Publik: dan
e. S0P fasilitasi sengketa informasi.

Contoh format S50OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran |, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
DIDP
Pasal 18
DIDF paling sedikit memuat:
a. Nnomor;
b. ringkasan isi Informasi;
¢, pejabat atau unit/satuan kerja vang menguasai Informasi;
d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
e. waktu dan tempat pembuatan Informasi;
f. bentuk Informasi yang tersedia; dan
E. jangka waktu penvimpanan atau retensi arsip,
DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh PPID utama.
Keseluruhan Informasi dan Dokumentasi Publik vang sudah
dipublikasikan harus diserahkan kepada SKPD yang membidangi
perpustakaan dan kerarsipan untuk dilestarikan dan diklasifikasikan
menjadi bahan pustaka.



(4]

(1]

(2)

(1)

(2]

(1

(2]

(3]

Contoh format DDIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran Il, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
RPID

Pasal 19

RPID terletak di lokasi yang mudah dijangkau dan dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai.
RIFD dikelola oleh pejabart fungsional dan/atau petugas informasi.

Bagian Keenam
SIPD

Pasal 20

SIDP dibuat dan dikembangkan oleh PPID untuk mempermudah akses
pelayanan informasi publik.

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
secara terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu.

Bagian Ketujuh
LLID
Pasal 21

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat
3(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
Salinan LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada kementerian dalam negeri dan komisi informasi pusat.
LLID paling sedikit memuat :
a. gambaran umum kehijakan pelayanan informasi dan dokumentasi
publik di lingkungan Pemerintah Kota;
b. gambaran wumum pelaksanasan pelayanan informasi dan
dokumentasi publik, antara lain :
1. sarana dan prasarana pelayvanan informasi dan dokumentasi

publik yang dimiliki beserta kondsinya;



(1)

(2)

(3)

(4]

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan
dokumentasi publik beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta
laporan penggunaannya;
c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasi publik vang meliputi:
1. jumlah permohonan informasi publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan
informasi publik dengan klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan informasi publik vang dikabulkan baik
sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan informasi publik vang ditolak berserta
alasannya.
d. rincian penyelesaian sengketa informasi publik, meliputi :
1. jumlah keberatan vang diterima;
2, tangpapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi
yvang berwenang; dan
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikssi komisi informasi
yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah
gugatan yang diajukan ke pengadilan dan pelaksanaannya oleh
badan publik;
e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan lavanan
informasi dan dokumentasi publik; dan
f. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 22

LLID merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia zetiap
saat.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik
dan disampaikan kepada Atasan PPID.

LLID sebagaimana dimaksud pada avat (2) disampaikan kepada
Walikota oleh Atasan PPID.

LLID sebagaimana dimaksud pada avat (3] akan dilaporkan ocleh

Walikota sebagai bagian dalam laporan penvelenggaraan Pemerintah
Daerah,



Bagian Kedelapan

Pendanaan
Pasal 23

Pendanaan vang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu
Pemohon Informasi
Pasal 24

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi :

perseorangan;

kelompok masyarakat;
lembaga swadava masyvarakat;
organisasi masyarakat;

e. partai politik; dan/atau
badan publik lainnyva.

e o op

=5

Pasal 25
Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi persvaratan:

a, mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan /atau peraturan perundang-undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

¢. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

e. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembavaran untuk
memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biayva vang dikenakan

terbilang wajar.



Bagian Kedua
Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi
Pasal 26

Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi publik meliputi :

(1]

(2]

(3)

14

(3]

(6]

(7)

18]

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh informasi dan dokumentasi publik kepada Pemerintahan
Daerah terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
Pemohon Informasi Publik secara tertulis mengisi formulir permohonan
informasi sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran
[Tl Peraturan Walikota ini.
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi
wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan alamat
Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi vang diminta oleh Pemohon Informasi Publik
pada Buku Register Permintaan Informasi sesuai dengan format
sebagaimana terdapat pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi
wajib mencatat permintaan Informasi Publik vang diajukan secara tidak
tertulis.
PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas Informasi
wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat (2) dan avat (3) berupa
nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat
elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi,
Paling lambat 10 {sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan,
FPID Utama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis vang
berisikan :
a. Informasi vang diminta, berada di bawah penguasaannya ataupun
tidalk;
b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi dengan
alasan sesuai peraturan perundang-undangan,

c. Alat penyampai dan format informasi vang akan diberikan: dan Jatau



10.

il

12.

13.

(1)

(2)

(3)

d. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang
diminta

Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (8] sesuai
dengan format sebagaimana terdapat pada Lampiran V Peraturan
Walikota ini.
FPID Utama wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai
informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya dan badan Publik vang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi yang diminta,
Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan
materi informasi yvang akan diberikan.
Dalam hal suatu dokumen mengandung materi vang dikecualikan
sesuai peraturan perundang-undangan, PPID Pembantu menyiapkan
jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan
Informasi Publik sesuai dengan format sebagaimana terdapat pada
Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pemerintah Daerah dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan

pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling lambat 7

(tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara

tertulis.

Bagian Ketiga
Petugas Pelayanan Informasi
Pasal 27

Operasional Pelayanan I[nformasi Publik didukung oleh petugas
pelayanan pada Front Office dan Petugas Back Office yang baik.
Petugas Front Office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1). Petugas pada desk layanan langsung; dan

2]. Petugas pada desk layanan via media (telpon, faximili, e-mail dan

website).

Petugas Back Office sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

1). Bidang Pelavanan Informasi;

2|. Bidang Pengelola Informasi;

3|. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan

4). Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.



Pasal 28

(1} Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan
pelayvanan informasi dan dokumentas: kepada pemochon informasi
publik dibantu oleh pejabat fungsional arsiparis, pustakawan, pranata
humas dan pranata komputer.

(2} Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan vang
memiliki kompetensi di bidang pengetahuan mengenai peraturan
perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan
publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat
menunjang dalam melaksanakan tugas layanan informasi.

Bagian Keempat
Waktu Pelayanan Dan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Informasi
Pasal 29

(1} Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohonan informasi,

PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik

(2) Penyelenggaraan Pelavanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari

Senin sampai dengan Jumat, dengan rincian sebagai berikut:

Senin - Kamis

Buka :09.00- 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
Jumat
Buka :09.00-15.00 WIB
Isurahat : 12.00 - 14.00 WIB
(3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan informasi meliputi;

a. proses penyelesaian untuk memenuhi kebutuhan permintaan
pemohon informasi dan dokumentasi publik dilakukan setelah
pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan;

b. waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari
kerja sejak diterimanya permintaan. PPID akan menyvampaikan
pemberitahuan vang berisikan informasi vang diminta berada
dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;



(1)

(2)

(3]

C.

penvampaian /pendistribusian /fpenverahan informasi Publik
kepada pemohon Informasi Publik dilakukan secara langsung,

melalui e-mail fax ataupun jasa pos;

d. jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat

pembentahuan juga dicantumkan maten informasi yang diberikan,
format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis,
serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau
perekaman, Bila permohonan informasi ditolak, maka dalam surat
pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan
Undang - Undang keterbukaan Informasi Publik.

BAB VI
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 30

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

dl.

R -

penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Avat (8);

tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

tidak ditanggapinya permintaan informasi;

permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana vang diminta;
tidak dipenuhinya permintaan informasi:

pengenaan biayva yang tidak wajar; dan/atau

penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Alasan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b sampai dengan
huruf g dapat diselesaikan secara musyvawarah oleh kedua belah
pthak.

Contoh format keberatan atas permohonan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIl Peraturan
Walikota ini.



(1)

(2)

(3]

(1)

(€]

(1)

(2

(3)

(4]

(5]

Pasal 31

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan vang diajukan
Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanyva keberatan secara tertulis.

Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila Atasan PPID
menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi

Pasal 32

Senghketa informasi dapat terjadi apabila Komisi Informasi Kota sesuai
dengan kewenangannya, menerima permohonan sengketa informasi
yang diajukan pemohon informasi karena tidak menerima alasan
tanggapan Atasan PPID.
Pengajuan sengketa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pemchon informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah diterimanva tanggapan tertulis dari Atasan
PPID.

Pasal 33
Mekanisme dan tata cara upava penyelesaian Sengketa Informasi Publik
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Kepala Daerah melalui Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, vang
dibentuk oleh PPID Utama.
Surat Keputusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Juga
berfungsi sebagai Surat Kuasa untuk bersidang mewakili Pemerintah
Daerah Kota di Kemisi Informasi Kota sesuai dengan kewenangannya.
Tim Fasilitasi Sengketa Informasi di ketuai oleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu, Pejabat vang menangani Bidang Hukum
dan pejabat fungsional serta pejabat/staf lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
PPID Utama melaksanakan fasilitasi penanganan senghketa informasi
dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama PPID Pembantu



terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan
pihak lain yang dipandang perlu,

{6) Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi diatur
oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

(V) Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian sengketa
informasi kepada Atasan PPID.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Payakumbuh Nomor 70 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 70
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal, 74 ;,Pﬂmim- 2020

WALIKOTA PA :

RIZA F.
Diundangkan di Pavakumbuh

pada tanggal 14 EE?Lmi'M' Zo1e

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
e — 1

"

RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 NOMOR - 4y



LAMPIRAN | PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 1 YH Teun 2oap

TENTANG : MEKANISME PENGELOLAAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PAYAKUMBUH

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN
PENGUMUMAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NOMOR SOP

TANGOAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DINAS KOMURIKASI DAN
INFORMATIRA
KOTA PAYAKUMBELUH

| DISAHKAN OLEH

KAMA S0P PENYUSUNAN DAN
PENGUMUMAN DAFTAR
INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Peraturan Menteni
Dialam Negeri No.35
Tahun 2010

2. Permturan Komisi
Informasi Mo. 1 Tahun
017

KETERIEATAM FPERALATAN /PERLENGEAPAN
1. Lembar Kerja/Rencans Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference

3. Komputer, Printer dan Scanner

4. Jarifigan Internet

FERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Dimmpan sebagni data eleltronik dan manual







B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK

MOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
[ TANGGAL REVIST
TANGGAL EFEKTIF
DINAS KOMUNIEASI DAN B
IRFORMATIKA DISAHKAM OLEH
KOTA PAYAKUMBUH
MAMA SOF PELAY ANAN PERMOHONAN
INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM PJ.FLLIF'IH.-'IS[ PELAKSANA
1. Peraturan Menter] Dalam
Megeri Mo.d5 Tahun 2010
2. Peraturnn Komisi
Informast Mo, 1 Tahun
2017
KETERIKATAN FEEAL&TANIFERLEHGHAP&H
== 1. Lembar Kerja/Eencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference
3. HKemputer, Printer dan Scanner
4. Jaringan Internet
PERINGATAN P'ENC'-&TFLTHH AN P‘EHDHI.TMH
- Drisimpan “h‘_ﬂﬂ! data elektronik dan manual
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C. BTANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI

INFORMATIEA
EOTA PAYAKUMBUH

DINAS KOMUNIKAS] DAN

NOMOR S0P

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVIS]

TANGGAL EFEKTIF

RISAHKAN OLEH

| NAMA SOF LI KONSEKUENSI

DASAR HUKLIM

KUALIFIKAS] PELAKSANA

1. Peramuran Menter
Dalam Negeri No.35
Tahun 2000

2. Peraturan Komisi
Informasi No. 1 Tahun
017

KETERIKATAN

| PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. Term of Reference

A, Komputer, Printer dan Scanner

4, Jars Intermet

PERINGATAN

5. oJLRrTiTi IVSITNY.
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

- Disimpan sehagai data clektronik dan manual




D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBEERATAN
INFORMASI PUBLIK

NOMOR S0P
TANGOAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI '
TANGHAL EFERKTIF
DISAHKAN OLEH

DIMAS KOMUNIEAST DAN
INFORMATIEA
EOTA PAYARUMBLUH

. MNAMA SOP L1l KONSEKLUENSI

Tﬂ@_ﬁﬂ HUKLM KUALIFIKAS| PELAKSANA

1. Peraturan Menten |
Dalam Megeri No.35
Tahum 20140

2. Peraturan Komis
Informasi No. 1 Tahun
2017

KETERIKATAN PERALATAN EE.HIEHGWHH

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran

2, Term of Reference

3. Komputer, Printer dan Secannes

4. Jaringan Internet .

PERINGATAN FENCATATAN DAN FENDATAAN ;

| - Dimmpan sebagal data elelotronik dan mamital
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E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA

2. Peraturan Komis
Informas Ne. 1 Tahun
2017

NOMOR S0P
TANGGAL PEMBUATAN
TAMNGGAL BEVISL
TANGGAL EFEKTIF
DINAS KOMUNIEAS] DAN
INFORMATIKA BERAHEAN. OLER
KOTA PAYAKUMBUH
NAMA S0P Ul KONSERUENSI
DASAR HUKLIM KUALIFIKAS] PELAKSANA
1. Peraturan Memten
Dalam MNegeri No.35
Tahin 2010

KETERIKATAN

PERALATAN/ PERLENGEAPAN

1. Lmnhu}ﬁ:qnfﬁmmuﬁﬂpdmﬁnwm
2. Term of Refercnce

3. Komputer, Printer dan Scanner

4. Janngan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PEN HOATAAN :

- Dismpan sebagai data clektronik dan manual
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RIZA FALEPI




LAMPIRAN II vmﬂbﬂﬂﬂ.ﬁz ﬁEHﬁ.ﬂI PAYAKUMBUH

NOMOR Uy Te

TENTANG ?Hmﬂhﬂ.—mz—.m mﬁﬂﬂ% LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

FOLMAT  DDIP PAYAKUMBUH

—

NAMA PEJABAT
NAMA UNIT/SATKER YANG MENGUASAI

EEE?%& MBUH,
RIZA FALEP!



LAMFIRAN Il PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR Y Taher z2o0s

TENTANG : MEKANISME PENGELOLAAN
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

LAMPIRAN 11l PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR i
TENTANG : FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
PUBLIK

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
No. Pendaftaran (diisi petugas] *

Nama T R A AR R B R K i 1 KRS R R SRR
Alamat b A b R W R AR AR B _
Pekerjaan B m sl ki K BT e B B R g g
Rincian dan Penjelasan

informasi yang Dibutuhkan

(tambahkan kertas bila periu) .

Tujuan Ty LR T, W T L L S B
Penggunaan Informasi curees e S A LR L B A S EA VYR Kk A

Cara Memperoleh ] Melihat / membaca / mendengarkan /
mencatat *** _ _
Informasi ] Mendapatkan salinan informasi
{hardcopy /softcopy]™*
Cara Mendapatkan Salinan
[nformasi** Mengamhil langsung
Kunr
Pos
Faksimili
Ermail
v A DEIIPRTY st ansscrnnass (tanggal/bulan /tahun)
Peiugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi

[Penerima Permohonan Informasi]

b s By s s | [oinnssccrmssiid st R LT j
Mama dan Tandatangan Nama dan Tandatangan
Keterangan !
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
**Pilih salah satu dengan memberi tanda k|

“=sCoret yang tidak perlu
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



() BpuE] wEUagIW TEFUIP [SHP

SITN3Ia) UERELSqad SnuUL0) (P eS| URBUSP [ENS3S [niEsp Bl meenfua SRl ure] and

uepeg teysn) ‘uueseEniuad yemeqip FEpH BiE [ A) BPUB) UmpuEq R0 uERUIp SED ;
meunuojuj vereundduad wep menoyoutad meses/ uenng Sueiua) snp

iy Jues ERULIGHU] [FREp SuEus) ISP -

G pseuLopul uoyouag ueeliayad Fuejua snp

G ISEULIOjU]

uoyowa (e /s uodagay /unsye /uodagay, Jowoy) qEuos owot Fuejo [sip

Ejunutp Fued yiend Eeaogu

el EIRPNIAW FOun [SELIojE toyoway sejef uep dexfiua) yeureie Jueiua mip
oo e Suejua)y B

Buralp usuoyonuad eddue Fuwjua sup

qNang SEULoU] TRuogoua] terEpusd jowou Suejual SNp -

EWENY] SUeg ISEULIOI] U=

EEULIOIU] STTES

meuLoju] ueeundfuag wenlng
BT e ]
weelraga

HENION IO
TEUTH]Y

BUTEN

EdduEy

JOREIOE]

! NVONYHELAM

pa-oEoRyn wdad iga,
GATERIFCLO] e FOGT6 10986 [ZSL0) d[a], TRy -oLIE d0E ™ .
VHLLYVINHOANI NVd ISYHINANOH SYNIA
HOFWANYAYVd VLOH HVLNIMEWNEd
HAgWNNYAVd V.LOM HYLNIHIWIL
NYDNOMONTT IO ISYLNIFWNHOA NVd
ISYINHOANT NYNVAYT NYVIOTHDONId AWNSINYYERN ! DNVINEL
gESr Jnuy=| hh HOWON
HONNYYAYd YLOMITYV M NYANLYAEd Al NVAIdNYT

9 5 ¥ 13 i T



ATV VZTH

4 w
'HNHMNMYAY YLOHITYM

‘|11 YEULIG] IIEfEp Yenuis) Fued Insun-ansun pnususi ueduop eesprandue
BIRIS BAUTESIL ‘ure] jeuiio] uemep uveylusquaduss tedep jgnd vepeg [EnUEL BIE96 HIGH] SRULOJU] UFUDLHOULI,] Iaysiay TRULID] YETRPE TUI 1SUL0 ), =
ueyropep Fued uamdequad vreo vep elumepupad mIs veyInGp Jusd wimg Fusjua) Enp eddue ], uep vieg
AN [FBULIOIU] uoyowad epeday wewsopu wenaquad (efdue) uep Uy q
uesefouad usduap Bures [ul SHNA) ungElaquad eyEu ‘qejonp ygnd sewaoul
weuoyotad ey weEp ‘urep v veBuag Weonp vogowsd epgede wuuoju) UeRouad nIYEM TEYRPUBELI
HAN( SNLI9) UBHLEILSGUA] NIHEM TU] UBINFRIS] UBD QN (SEULoJU] UFERNgI3ay Jueiual §002/¢1 ON
Fuepur) - BUepun F7 (PSR WEED PRSNBWID BuBLIpERegas s[nus) uenyElmaquisd weredmeiuad i), uep peH  ®

» BuEua) msng Eddue] uep UEH
{J1dd vesens gajo ueyejouad uesee Sueua) sop - UEB[OUa,] UESEY
BN wenyemizaqmad wepep uesnindaf s ueduap Eneas Eup - uesnyndayg

{,+) BpuE UEUIDGWL WESUID SOp UBUOYOULI3] SMap



LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA

PAYAKUMBUH

NOMOR = Ly Tpleun 3070

TENTANG : MEKANISME PENGELOLAAN
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl, Boekarno-Hatta Telp. (0752 92601, 92957 Fax. (0752193279

E PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Weh: ppid. akumbiuhkotn. go.wd

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal ... bulan ..... tahun ........ dengan nomor
pendaftaran * ...

Kami menvampaikan J-u:pa:la Saudara/i:

BRI, 0 0 D kimmmd s o m e s i R Sk S R SR MRS SRR L AR AL B AR A

Alamat L L L L vt

No. Telp/ Email

Pemberitahuan al:bagm bl:ril!'.t:I[

Hal - Hal terkait
NO |  Informasi Publik e 2k
1 | Penguasaan Informasi | [ Kami
Publik** CJ Badan Publik Lain, yaitu .
2 | Bentuk fisik yang = Suftl:ﬂ-m (termasuk H:I{H.man}
tersedia*™ 1 Hardeopy / salinan tertulis )
3 | Biava vang - > S - PP « {jlumlah
dibutuhkan** £ T lembaran) = Rp
[ Pengiriman R -asivisniniss
- O Lain - lain ) [
' Jumlah = |
| 4 Waktu | P:nyedlaun 1 wuvses SVERTE
5 | Penjelasan pmghit&nmn,fpengabumn Informasi yang dimﬂhun“"{ramhahkan kertas
hila perlu) |
B. Informasi tidak dapat diberikan karena ™

CJ Informasi vang diminta belum dikuasai
[ Informasi yang diminta belum didokumentasikan
Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu .....*""*
............................ [tempat], . {tanggal fbulan/tahun)
Pejabat an-hh Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

Mama 8 Tanda Tangan

Diisi sesual dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan
- Filih salah satu dengan memberd tanda (V)
e Biaya penvalinan [fotocopy atau disket] dan/atau biaya pengiriman
(khusus kurr dan pos) sesual denpan standar biava yang telah  ditetapkan
w " ks ada penghitaman Informasi dalam soatu dokumen, maka diberikan

alasan
penghitamannya
e v Diisi dengan keterangan wakiu vang jelas untuk menyediakan informasi yvang
dirmirnta

WALIKOTA P BUH,



LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 3 WY Tahur o020

TENTANG : MEKANISME PENGELOLAAN
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGEKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Soelarnoe-Hatia Telp, ([0752) 92601, 92857 Fax. [T53)33279

B PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Web: ppiill.payakumbuhkota.go.id

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG FENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI

BEMEE. @000 0 e e
Alama VG WS SR T ROl N G
Pelietioan @ =z 000 ccasossscsssssessesiesstbssspsss s
Momor Telephon / E-Mail R A REE e R s b et e
Rincian Informasi yang dibutuhkan

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah :
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan padel ] Fasal 17 huruf ... Undang - Undang KIF **

O Pasal ... Undang - Undang ..... ***
Bahwa berdasarkan Pasal _ Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan
konsckuensi sehagal berilout ;

S m._-mrathahwn
PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Jika Pemwohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan kepada Atasan PPID selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak menerima Sural Keputusan ind.

fosinmsinmmnrnans TEMPAL), voemeermnerrenes..|tEREEAL bulandan tahun]****|
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FPID)

Mama dan Tanda Tangan

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi  Publik

w Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - UUKIP

. B Susual dengan Pasal 17 huruf j UUKIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal
Pengecualian dalam undang - undang lain yang mengecualikan  [nformasi
yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang - undangnyaj

= *=*=  Diisi oleh petugas dengan memperlihatikan batas tentang jangka waktu

Pemberitahuan tertulis sehagaimana diatur dalam UUKIP dan Peraturan ind.

WALIKOTA PA '



LAMPIRAN VII FERATURAN WALIKC:TA PAYAKUMBUH

NOMOR : (M T v

TENTANG MEH&NISME FENGELDL-%H LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PAYAKUMBUH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA
JL. Sockarno-Hatta Telp, [0752) 92601, 92957 Fax. (0752193279

Wik Eﬁ .Eakumhuhknm.ﬁid

FORMAT KEBEERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
[RANGKAP DUA)

U PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

1, INFORMASI PENGAJU HEBERATARN
Nomor Hegister Keberatan
Momor Pendafiaran Permohonan informasi L e i
Tujuan Penggunaan Informas b e o B b AR A E ) AL 0 e L m
ldengitas Pemohon :
Mama PR e/ g i U S i el o L
Alamat AL R T T T T e s
Nomuor Telepon | E-Madl -
ldentitas Kuasa Pemohon
Hamn
Alarmar
Nomor Telepon f E-Madl

ALASAN PENGAJUAN HEBERATAN ***

Permohonan Informas di Tolalk

[nformeas] berkala tidak disediakan

Permintaan mformas dodak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhd

Biaya vang dikenalkan ddak wajar

Informasi disampaikan melebiln mngha waki vang ditentukan
HABUS POSISI [tambahkan kermas bitm perfu)
HARI/TANGGALTANGGAPAN ATAE HERERATAN AHAN DIBERIKAN !
fteenggall, [bulan]. ftahundiisi oleh petugasf**

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapanmya, siya ucapkan terima kasih.

2o gpopoooo P

ver NEEETPAE] 1o atpesassas e ssmeness | AR EEal], [ bulan ], [talup ees
Mengetahin,
Petugea Infarmasi Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
B e } lissaidiaisisiniger s m i e v

Namua den Tarda Tongan Nama dan Tanda Tongan
Eetersngan:
*  Momor register pengajuan keberatan disi berdasarkan bulon register pengajuan keberatan.
i [dentitas s permohonan diigi jika ade koasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kussa,
ek Sesual dengan Pasal 35 UUKIP, dipilih oleh pengaiu keberatan sesuai dengan alasan keberatan

yang diajukan,

el D sesian) dengan Relentusn jangha waktu dalam ULUEIP,

swast  Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan.

#wnsed  DNiglam hal keberatan dinjukan secara langsung, maka formulis keberatan juga  ditandatangani
oleh peugas vang menerima pangaiian keberatan.

WALIKOTA P TH,

RIZA'F



